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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Perkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia

saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah

telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap kita temukan di berbagai

wilayah di Indonesia. Salah satu kasus yang dijumpai adalah adanya perbedaan sistem pemetaan yang

digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah khususnya

tentang metode pemetaan manual dan digital, dimana pada akhirnya menyebabkan sengketa pertanahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ketiadaan kepastian hukum

bagi penanam modal yang akan berinvestasi di Indonesia yang tentu memiliki dampak domino terhadap

perekonomian di Indonesia antara lain ketiadaan pembukaan lapangan kerja, mengurangi pendapatan negara

dari sektor pajak dan terhambatnya pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Setelah

dilakukan penelitian oleh penulis, permasalahan pendaftaran tersebut disebabkan oleh karena belum adanya

sinkronisasi dan kesamaan sistem pemetaan yang digunakan antar kantor pertanahan di Indonesia. Selain itu,

masih belum adanya landasan hukum yang memaksa para pemilik sertipikat hak atas tanah untuk

menyesuaikan wilayah dalam sertipikatnya ke dalam sistem pemetaan digital. Dengan masih belum

sempurnanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini, maka kehati-hatian dan penelitian yang

mendalam sebelum melakukan transaksi pembelian atau akuisisi tanah sangat perlu dilakukan khususnya

bagi penanam modal yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Salah satu cara yang bisa

dilakukan adalah melakukan legal due diligence dengan memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif

seluruh data-data terkait dengan tanah yang akan dibeli.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The development of the era and technology has entered various sectors of the Indonesian societies 39 life

recently, including in the field of land registration. Various regulations on land registration have been

enacted from time to time which was lastly stipulated in the Government Regulation Number 24 of 1997.

However, the issues of land registration are still often found in various regions in Indonesia. One of the

cases encountered was different of mapping systems used by the National Land Agency for the issuance of

land rights certificates, particularly in the transition from manual mapping method to digital mapping
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methods, which ultimately led to land disputes. In relation to this, one of the impact is the lack of legal

certainty for investors who are going to invest in Indonesia which may raise a domino effect on the economy

in Indonesia, among others, the absence of job openings, the reduction of state revenues from the tax sector

and stranded the equity of development and economy in Indonesia. After conducting research by the writer,

the registration issues may be caused by the lack of synchronization and harmonization of mapping system

used among land offices in Indonesia. Furthermore, there is still no legal basis which forces the owners of

land titles certificates to adjust the territory in their certificates into the digital mapping system. With the

incomplete of the land registration system in Indonesia nowadays, prudent and thorough research prior to

entering into a transaction of land purchase or acquisition is necessary to be conducted, especially for

investors who will carry out their business activities in Indonesia. One of the ways that can be done is to do

legal due diligence by checking thoroughly and comprehensively all the data related to the land to be

purchased.


